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ABSTRAK 

Penelitian berjudul “URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU 

PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (RECIDIVE) SEBAGAI 

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI 

INDONESIA” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan 

batas waktu pengulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut 

dilatarbelakangi adanya kasus MT dan SW yang merupakan residivis korupsi di 

Indonesia yang  tidak dijatuhi pidana pemberat sesuai dengan ketentuan pada 

Pasal 2 ayat (2) UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tidak 

Pidana Korupsi. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, didukung dengan 

metode pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative 

approach). Selain itu, penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang terdiri 

atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah dan dianalisis 

menggunakan metode analisis perspektif. Sehingga, diperoleh hasil pokok 

permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang sistematis 

dan ilmiah. 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa terdapat 

kekosongan hukum dan batasan delik korupsi sehingga, melahirkan urgensi 

pengaturan batas waktu pengulangan tindak pidana dalam rumusan Pasal 2 ayat 

(2). Dengan demikian, peneliti memperoleh suatu rekomendasi yang ditujukan 

kepada pembuat undang – undang untuk melakukan pembaharuan dalam UU No 

31/1999 jo UU No 20/2001 untuk mengatur secara jelas batas waktu pengulangan 

tindak pidana korupsi, memperluas cakupan delik yang dapat dijatuhi pidana 

pemberat, serta mempertegas penindakan terhadap residivis korupsi agar dijatuhi 

pidana mati merujuk pada hasil perbandingan hukum yang dilakukan peneliti 

 

Kata kunci : Batas Waktu, Recidive, Tindak Pidana Korupsi  
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